
BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NoMoR 7 TAHUN 2otg

TENTANG

PEDoMANUMUMPENYALURANDANATUNJANGAN
KESE.]AHTERAANAPARATURKELEMBAGAANKELURAHAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelanearan pelaksanaan

penyaluran Dana T\rnjangan Kesejahteraan Aparatur

Kelembagaan Kelurahan Kabupaten ogan Komering Ilir secara

terencarta, terarah dan terpadu agar tercapai tertib

administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran

dana dimaksud;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

padahurufadiatas,perlud.iaturdanditetapkandengan
Peratrrran Bupati Ogan Komering llir;

:1.Undang*UndangNomor2STahunl9S9tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di sumatera

Selatan (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambatrall Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 182L1;

2.Undang-UndangNomorlTTahun2o03tentangKeuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 1-7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a255);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 4355);

4. undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(I.,embaran Negara Republik Indonesia Talrun 2oo4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aa00);

S.Undang-Undang. ...
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S.Undang-UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintl!",,
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4
Nomor 244, Tambaha,- Lembaian Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-IJnd-ang Nomor I Tahun 2015 tentang
perub ahan Kedria atas Und ang-IJnd.ang Nomor 23 Tahun 2A74

tentang pemerintahan DaerJh (Lembaran Negara Re,publik

Indonesia Tahun 2ot5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndJnesia Tahun iOOS Nomor L4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5381;

7. peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang

Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20oS Nomor 159, Tambaf,an Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a588);

g. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang

Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah

kaUupat"nTXota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor a737\;

g. Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2al8 tentang

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a1"8

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan .Daerah'
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Uegeri Nomor 2l Tahun 2Ol1 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2A11 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten ogan Komering Ilir Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten og", Komering Ilir (Lembaran Daerah
Kabupaten ogan Kornering Ilir Tahun2Ol6 Nomor2);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN

DANA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN APARATUR

KELEMBAGAAN KELURAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING

ILIR

Menetapkan:

BAB I. ...
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir'

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah

sebagai unsur p"tty"l"ttggara pemerintahan daerah'

3. Bupati ad,alahBupati Ogan Komering llir'

4. BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan 
- 
Aset Daerah Kabupaten

ogan Komering Ilir ya"g merupakan 
- perangkat _11"t"n Kabupaten

Ogan Komering Ilir seUagli pelaksana urLlsan pemerintahan dibidang

m-anajemen keuLngan dan asset daerah'

5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten ogan Komering Ilir yang

merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten

Ogan Komering llir.

6. Kelurahan adalah kelurahan dalam Kabupaten ogan Komering Ilir yang

merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah

keda Kecamatan.

7. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang dibentuk oleh *u.*yui"t.t sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra p.-"rirrt"h dlsa/kelurahan dalam memberdayakan

masYarakat.
g. Bendahara kelurahan adalah perangkat kelurahan yang ditunjuk oleh

lurah untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, - menatausahakan'

membayarkan dan memp"tt"ttggUttg jawabkan keuangan kelurahan'

g. SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana

10. TUnjangan Kesejahte taar- Aparatur Kelembagaan Kelurahan Kabupaten

Ogan Komering iiir aaaUh T\rnjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan

Kelurahan ydg dianggarkan *"1"1rri Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahdanditetapkanmelaluiKeputusanBupati.

BAB II

TUNJANGAN KESE.JAHTERAAN

Pasal 2

Tunjangan Kesejahteraatl. Aparatur Kelembagaan Kelurahan merupakan

tunjangan t<ese3afrteraan yang beisumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) setiaP tahunnYa

Pasal 3

T\rnjangan Kesejahte raarl Aparatur Kelembagaan Kelurahan adalah tunjangan

kesejahteraan ,rrt t kelembagaan yang dibentuk oleh kelurahan sebagai mitra

pemerintahan kelurahan dalam p"*U""gUnan yang tel1h dianggarkan melalui

Anggaran pendapatan dan Belanja Da-erah (APBb) dan ditetapkan melalui

Keputusan BuPati.

BAB III. ...
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(1)

(21

BAB III

PENETAPAN DANA

Pasal 4

T\rnjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan Kabupaten

Ogan Komering-iil Ji".rgg"rk r, pada Anggarin Pendapatan dan Belanja

Dierah (APBD) kabupaten sesuai dengan kemampuan'

Besaran ?unjangan Kesejahteraan Apgralur Kelembagaan Kelurahan

Kabupat". Ogr, fiomerirrg tiir diatur lebih lanjut d'engan Keputusan Bupati'

BAB IV

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA TUNJANGAN KESF^IAHTERAAN

Bagian Kesatu

T\.r.juan, Persyaratan Pengajuan dan Penyaluran

Pasal 5

Tujuan pemberian T\rnjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan

adalah:

a. untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur kelembagaan keturahan;

b. sebagai stimulan bagi aparaiur kelembagaan kelurahan dalam melaksanakan

tugasnYa dimasYarakat;
c. sebagai dana kehormatan atas pengabdian aparatur kelembagaan

kelurahan.

Pasal 6

(1) Tunjangan Kesejahteraan,Aparatur Kelembagaan Kelurah--an diberikan kepada

Aparatur x"i"*Urg*"r, Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang

masih menjabat dln masih aktif menjalankan tugasnya sesuai ketentuan'

(2) penghitungan pembayaran 1 (satu) _ bulan tunjangan, dihitung dari

penerbitan ",rr"t 
keputusan pengangkatan dengan ketentuan aparatur

kelembagaan kelurahan telah metafsanakan tugashinimal 10 (sepuluh) hari

pada bulan Yang bersangkutan'

Bagian Kedua

Mekanisme PenYaluran

Pasal 7

Penyaluran Dana Ttrnjangan Kesejahteraan Kelembagaan Kelurahan dengan

mekanisme sebagai berikut:

1. Kelurahan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) tgryangan

kesejahter"* *far.t 1, kelembagaan kelurahan per triwulan sesuai dengan

ketentuan format 1 terlamPir;

2. Berdasarkan RPD per triwulan yang disampaikqr olefr Kelurahan tersebut'

Kecamatan mengajrt"n penerbitan sP2D kepada Bupati;

3. Tunjangan. ...
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3. T\rnjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan perpriode sesuai

ketentuan;

4. Kecamatan memberikan rekomendasi kepada Bank sumsel Babel untuk

menyalurkan dana t*r,g",rrrg dari Kas Daerah ke Rekening Kelurahan

berdasarkan SP2D yang diterbitkan;

5. Lurah dan Bendahara Kelurahan mengajukan Surat kepada Bank

sumsel- Babel untuk dapat merealisasikan / mentransfer / memindahbukukan

dana tunjangan tersebut ke rekening penerima (Aparatur Kelembagaan

Kelurahan) sesuai ketentuan sebanyak 4 (empat) rangkap (format 2 terlampir)

yang terdiri atas :

o Rangkap ke- 1 untuk Bank Sumsel-Babel;

o Rangkap ke-2 untuk BPKAD (dilengkaPi dengan bukti

transferf pemindahbukuan) sebagai tembusan;

o Rangkap ke-3 untuk Kecamatan (dilengkapi dengan fotocopy/salinan

buktitransfer/pemidahbukuan)sebagaitembusan;
e Rangkap ke-4 sebagai arsip Kelurahan dan digunakan sebagai pemeriksaan

lebihlanjut(dilengkapidenganfotocopy/salinanbukti
tran sfer/ Pemidahbukuan) ;

6. Setiap pengajuan pentransferanlpemindahbukuan Dana Tunjangan

Kesejahte raatt Aparatur X"f"*U"g"* Kelurahan ke rekening penerima'

Kelurahan harus meminta bukti transfer dan/atau tanda terima berkas

transfer dari Bank sumsel-Babel sebagai kelengkapan pemeriksaan fungsional

lebih lanjut.

T.Tanggungjawabataskebenarandankesalahandalam
pentransferrri;;;ind,ahbukuan adalah tanggung jawab penuh Lurah dan

Bendahara Kelurahan.

g. Lurah dan Bendahara Kelurahan membuat laporan penyaluran. Dlna

Tunjangan Kesejahte raa,5- ep"t"i"L Kelembagaan Kelurahan dari rekening

kelurahan ke rekening penerima (laporan pit gg""an dana), untuk bahan

pemeriksaan lebih lanjut'

Bagian Ketiga

T\rgas dan Kewajiban

Pasal 8

Kelurahan dalam hal irri Lurah dan Bendahara
penuh atas tugas dan kewajiban sebagai berikut:

Kelurahan bertanggung jawab

KesejahteraarL
ke rekening1. Mengajukan pentransferan/pemindahbukuan Dana T\rnjangan

Rpar"aiur Kelimbagaan Kelurahan dari rekening kelurahan

penerima sesuai ketentuan;

2. MenyimPan bukti transfer Yang
terima berkas transfer dari Bank
fungsional;

telah divatidasi pihak bank atam tanda
Sumsel Babel sebagai bahan pemeriksaan

3. Melaporkan. ...
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3. Melaporkan kegiatan penyaluran Dana Tunjangln Kesejahtetaatl Aparatur

Kelembagaan-- ftelurahan 
"d; -rlt"rrirrg 

tceturatran ke rekening penerima

(laporan penggunaan dana), format 3 terlampir;

4.ApabilatedadipenlrSlahgunaan/_penyimpanganDanaT\rnjangan
Kesejahteraan Aparatur fetemfaga.tt Gt,i''han yang menyebabkan kerugian

""S"o 
menjadi Lrrggl'rrtg jawab Lurah sepenuhnya;

Pasal 9

pihak Kecamatan dalam hal ini camat, Sekretaris camat dan Kasi Pemerintahan

*"*prrryai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a.Membinadanmemfasilitasike?anca::anprosespencajranfpentransferandan
pl"V"*paian pertanggungj.awaban dari kelurahan;

b. Meneliti dan meregister a"rt r penerima Dana T\rnjangan Kesejahteraan

Kelembag*.r, x"Lrr.h.r, sebelum disampaikan kepada pihak bank.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYALURAN DANA

Pasal 1O

pihak Kelurahan menyampaikan laporan penggunlan dana tunjangan

kesejahteraan aparatur kelembagaan kelurahan kepada Bupati melalui Camat'

Kecamatan menyarnpaikan laporan -penyaluran 
Dana T\rnjangan

Kesejahte raan. Aparatur X"f"*U"I""" Keiurahan kepada Bupati melalui

Badan pengelolaan Keuangan dan ,{set Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir'

(1)

(21

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal L 1

pemberian
Tunjangan

bimbingan
Kesejahteraan

pengaJuan
Kelembagaan

pentran sferan / Pemindahbukuan
Kelurahan serta PelaPorannYa'

Pasal 12

pengawasan atas penyaluran Dana T\rnjangan Kesejahteraan Kelembagaan

Kelurahan dilaksanakan secara-r.rrj"io"ai otEn Inspelitorat Kabupaten sesuai

d^engan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

Pembinaan meliputi

BAB VII

SANKSI

Pasal L3

Apabila ada kesalahan transfer dana tunjangan maka lurah dan

bendahara kelurahan bertanggung jawab untuk menyetorkan balik dana

tersebut ke kas daerah.

Apabila lurah dan bendahara kelurahan tidak menyetorkan dana dimaksud

ke kas daerah, akan menjadi perhitungan penyaluran periode berikutnya'

(1)

(2)

BAB VIII. ...
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BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati

Og"" Komerihg IHr Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyaluran

Dana Tunjangan Kesejahteraan Aparatur Kelembagaan Kelurahan dan Pembina

Adat kabupaten ogan 
"Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten ogan Komering Ilir

Tahun 2018 Nomoi 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran -Dana 
T\rnjangan

Kesejahteraan ap"r*irt KeLmbagaan Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ilir
ini mulai berlaku pada tanggil diundangkan dan apabila ada kekelirrran

dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
g;rp"ti ini dengan p"rr"*p"iannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ogan Komering llir.

Ditetapkan di KaYuagung
pada tanggal AA 4anuart 2ory

ABUPATI OGAN KOMERIN GruRff

Diundangkan
pada tanggal

f [sexnErARIS 
DAERAH

'*\ 
-/

TEN OGAN KOMERING ILIR, 4

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING

di KayuagYng
A7 tanvart 2Ol2

HUSIN

BagianPemeiattahary Data (D) htnjanga4 Perbup Ttnjangan" Mu

rLrR TAHUN 2019 NOMOR r


